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ABSTRAK

Adakalanya dalam perjanjian katering yang telah disepakati berakhir dengan
perselisihan atau salah satu pihak mengingkari pihak lain, dalam hukum perjanjiain hal
ini disebut dengan Wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda  vaitu
“wanprestatie” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam
perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun
karena Undang-Undang
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk perjanjian
penyedia katering  Pondok Aqiqah Dengan  Konsumen dan bagaimanakah
Pertanggungjawaban Pihak Katering Pondok Aqiqah Terhadap Kerugian Yang
Diderita Konsumen Akibat Terjadinya Force Majeure Berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaity
menguji dan mengkaji permasalahn dengan berpangkal pada Peraturan Perundangan
yang berlaku
Simpulan, adapun bentuk perjanjian penyedia katerin
konsumen adalah dengan menggunakan perjanjian sec
mengenai hal-hal yang dianggap perlu saja (misalnya : nama konsumen, alamat, meny
makanan, jumlah porsi dan total harga pemesanan), kemudian diberikan kwitansi
pembayaran pesanan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pihak
katering berupa mengganti kerugl_an sesuzlai Pasal. 1243 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPd1) yang berbunyi ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatuy

perikatan yang timbul

2 Pondok Aqiqah dengan
ara lisan dan hanya ditulis

perikatan,

a hubungap,
an yang sangat eray
laku  usahg dengan

merupakan hubung

dan saling membutuhkan sehingga muncul kesetaraan antara pe

konsumen.

Kata Kunci : Force Majeure, Pondok Katering Aqiqah, Tanggungjaw
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BAB IV
PENUTUP

A Kesimpulan
| Be atuk Perjanjian Penyedia Katering Pondok Aqiqah dengan Kitisumen
Adapun bentuk perjanjian Katering Pondok Aqiqah berdasarkan
@ahapan-tahapan sebagai berikut :
a) Pelanggan datang langsung ke kantor katering Katering Pondok Agigah
dengan memberitahukan rencana acara yang akan diadakan_
b) Selanjutnya pihak katering menawarkan daftar menu makanan dan jenis
pelayanan yang bisa dipilih sendini oleh pelanggan.
¢) Apabila misalnya pelanggan memilih jenis pelayanan racikan (ladosan)
maka pihak katering akan memberitahukan dan menunjukan semua daftar
menu racikan yang dapat dilavani (dibuatkan) oleh Katering Pondok
Aqiqah.
d) Penentuan jumlah porsi yang dipesan.
¢) Setelah pelanggan memilih menu dan cara penyajian maka pihak Katering

Pondok Agiqah akan mencatat hal-hal penting dalam buku harian

peémesanan.

) Setelah semua hal yang diperlukan terkait dengan menu pemesanan,

pelanggan diharuskan membayar uang tanda jadi atau uang pengikat

tanggal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan harga

Porsi makanan yang dipesan.
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